PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melindungi makgh dari bahaya
kerugian atau gangguan yang ditimbulkan oleh temysaiha
atau kegiatan perekonomian pada umumnya, keamanan
kesehatan lingkungan sekitarnya maka perlu digeimberian
Izin Tempat Usaha,;

b. bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200dnig
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No&or
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangN8g
Tahun 2004, pemerintah kabupaten berwenang unturigaer
tentang pemberian izin tempat usaha kepada oranuyape
maupun badan usaha;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatds, ghatur
ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan Pemberian |z
Tempat Usaha agar masyarakat dalam melakukan t&egia
perekonomian pada umumnya dapat berjalan lancar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdktam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturaerdba
tentang Izin Tempat Usaha;

Mengingat : 1. Undang —-Undang Gangguan (Hinderd@uantic) Staatsblad
Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa kali diubah d
ditambah terakhir dengan Ordonantie Staatsblad mat@40
Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitisolang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rdpubli
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembarayaride
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rmse
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahe®b



Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3587);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakabDae

10.

11.

dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 19970Ndih
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NorG85)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&or
Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undan@mi8n
Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia T 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pelagel

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indomdahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repuldidmiesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laraiyaktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembdegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahanhagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlingluing
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia T&lfigp
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Betukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, HKalben Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N@8©8),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndaomoiN7
Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Unbtimgor
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indon€alaun
2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republiniesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petulkem
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarayardde
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah2@04
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Pamnatur
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahub 20
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Taa04
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MoB8o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd#@3);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parigean
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20



Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tgrRataksanan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab dgda
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembarajarse
Rpublik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tgnfaralisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembarayarde
Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tgntan
Kewanangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsiagaeb
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indon€atzun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repulidiniesia
Nomor 3952 );

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor O&rT&001
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabempa
Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tah@i 20
Nomor 06 Seri D Nomor 06);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Menetapkan :

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
TEMPAT USAHA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KebogNunukan.

2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaim
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 199@ng
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dantaKo
Bontang sebagaimana telah diubah dengan UndangAgnda
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undarigin
Nomor 47 Tahun 1999 ;



3. Bupati adalah Bupati Nunukan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanutdigingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabopate
Nunukan.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan &aougunukan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yamguth@erseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lairmgdan usaha
milik negara atau daerah dangan nama dan bentuguapa
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopengsyasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiurtukbersaha
tetap serta badan usaha lainnya.

7 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertelttidang
Pemberian Surat Izin  Tempat Usaha yang melaksanak
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yaatprdkan
secara teratur dalam suatu bidang usaha dengasucthakencari
keuntungan.

9. Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut |zialadd Izin
yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha ydijaankan
secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengaksud
mencari keuntungan.

10.1zin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITUahdaaskah
yang berisikan ketentuan yang mengatur perizinamgya
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditujuk.

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan melakukan danpenieas
kegiatan usahanya diwilayah Kabupaten Nunukan wagmiliki
Izin Tempat Usaha dari Bupati.

BAB I11
TATA CARA PENERBITAN IZIN

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendap&irat 1zin
Tempat Usaha Wajib mengajukan permohonan kepadaatBup
melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupatemukian
dengan melampirkan:

a. Surat Permohonan yang bersangkutan;



Surat Keterangan Rekomendasi Kepala Desa / Lurah;
Rekomendasi Camat;
Surat 1zin Tetangga (HO);
Denah Situasi/ Sket Lokasi;
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan ;
Foto Copy Pajak Reklame;
Foto Copy lunas PBB ;
Surat Keterangan Fiskal Daerah (Dispenda);
Akte Sertifikat Tanah, Surat Bukti Pemilik;
Surat Kuasa / Sewa Bangunan / Kontrak ;
. Akte Pendirian Perusahaan ;
Rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungagah
bidang usaha;
Foto Copy IMB;
Foto Copy KTP yang dilegalisir dari Camat;dan
Pas fhoto 4 lembar ukuran 2 x 3 cm (warna);

S3—ATTS@meaoT
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Pasal 4

(1) Permohonan Izin yang diterima dilakukan pencatatecara
administratif dan apabila dipandang perlu dilakukaninjauan
lokasi tempat usaha oleh suatu tim.

(2) Hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara yang
disampaikan bersama dengan berkas persyarataanyanig
diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Untuk usaha tertentu sebelum SITU diterbitkan wajib
mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang
berhubungan dengan bidang usaha pemohon.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan
pemeriksaan kelengkapaan persyarataan permohonan iz
peninjauan lokasi tempat usaha, dan menganggag #da
permasalaan segera menerbitkan izin yang diajukkim o
pemohon.

(5) Permohonan izin dikabulkan dengan penerbitan Slphbia
semua Persyarataan telah dipenuhi.

(6) Bentuk dan Format SITU serta ketentuan pelaksayaaleiih
lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5
Surat Izin Tempat Usaha wajib diperbaharui bagi :

a. bangunan /tempat usaha yang diperbaharui, dirdaahatau
diperluas;

b. pemindahan hak atas bangunan / tempat usaha kepzala

lain;

perubahan jenis usaha;

tempat usaha yang terkena sanksi pencabutan ofedtiBatau

e. surat izin tempat usaha yang habis masa berlakunya.
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